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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Dasar Hukum Perpajakan
Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-undang, seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ”pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah, untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung. Dengan demikian pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum perpajakan.

2.1.2 Definisi dan Unsur Pengertian pajak
Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi atau pengertian pajak tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Menurut Rochmat Soemitro,dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” karangan Erly Suandy menyebutkan bahwa :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan unsang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluran umum”.                  (2002 :10)

2. Menurut P.J.A Andriani telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya “Pengantar Ilmu hukum” menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk  dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelanggarakan pemerintahan”.                                                           (2002 : 4)

3. Menurut Soeparman Soemahadjadja dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Perpajakan”  menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.                                                                (2002 : 5)

Dari ketiga definisi pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara ;

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut harus berupa uang (bukan barang).

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.3 Fungsi Pajak 
Menurut Valentina Sri S dan Aji Suryo ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditujukan dengan masuknya pajak kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).                                                                   (2003 : 4)
2. Fungsi Mengatur (Regulair)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Contoh : PPnBM, Pajak Ekspor 0%, dan Lain-lain.                                                 (2003 : 4)
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo ada 3 (tiga) sistem pengelompokan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.                                                                       (2003 : 8)
Ciri-ciri Official Assessment System
· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.

· Wajib Pajak bersifat pasif.

· Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.                                                                                     (2003 : 8)
Ciri-ciri Self Sssessment System
· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

· Wajib pajak aktif,mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

· Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.                                                                               (2003 : 8)
Ciri-ciri With Holding System
· Wewenang menentukan besarnya pajak terutang berada pada pihak ketiga.

· Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak
Menurut Valentina Sri S dan Aji Suryo pajak dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak digolongkan menurut cara pemungutannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung dipungut kepada waib pajak :

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: PPN dan PPnBM.
2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat, pajak yang didasarkan pada sifat secara subjektif (tanpa memperhatikan Objek Pajaknya) atau Objektif (melihat objek pajaknya tanpa melihat subjek pajaknya)

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib pajak secara subjektif).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif , Yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak saja tanpa memperhatikan subjek pajaknya.

Contoh : PPN dan PPnBM.

3. Menurut Pemungutannya

Pajak digolongkan berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan, dalam hal ini pemerintah.

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah derah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah,
 contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Lain-lain.
2.2 Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar penerimaanya, karena menyangkut semua lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang kurang atau minim pendapatannya.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun konsumsi Jasa Kena Pajak. Atas barang yang tidak dikonsumsi. Di dalam Daerah Pabean (di ekspor) dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Sesuai dengan pengertian Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Tidak Langsung yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang di konsumsi didalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada beberapa mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakanya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang dan pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.
1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Jo tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.

3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Dirjen Pajak mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
2.2.3
Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)


Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN.

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang PPN.

2.2.4
Objek Pajak Pertambahan Nilai


Berdasarkan Undang – Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 4 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat – syaratnya adalah :

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

c. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean.

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
       2.
Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapa saja (dipungut oleh bea cukai).

       3.
Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha syarat – syaratnya adalah :

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.

       4.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

       5.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

       6.
Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
1 Penyerahan hak milik atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

2 Pengalihan Barang Kena Pajak dengan cara perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

3 Penyerahan Barang Kena Pajak melalui perantara jasa lelang.

4 Pemakaian sendiri dan pemberian Cuma – Cuma atas Barang Kena Pajak.

5 Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas aktiva tersebut menurut ketentuan yang dikreditkan.

6 Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

7 Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sesuai dengan KUHD.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.

3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal pengusaha Kena Pajak memperoleh izin tempat pajak terutang.
2.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai


Berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan kegiatan perdagangan, memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha ayang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk diukukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.


Berdasarkan Undang – Undang PP No. 18  Tahun 2000 yang dimaksud subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Pengusaha (tidak termasuk pengusaha kecil yang tidak memilih menjadi pengusaha kena pajak) yang melakukan :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean.

b. Ekspor Barang Kena Pajak.

2. Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Orang Pribadi atau Badan yang membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaan.

4. Orang atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 
Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.
2.3  Dasar Pengenaan Tarif, Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.
2.3.1 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan Undang – Undang PPN No. 18 Tahun 2000, Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang
1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan PPnBM dan dipotog harga yang tercantum dalam faktur pajak .

2. Penggantian 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua jenis biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Impor 

Nilai Impor adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan PPnBM.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk beberapa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah :

1. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian Cuma – Cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Untuk Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah harga jual rata – rata.

3. Untuk Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata per judul film.
4. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

5. Untuk penyerahan jasa giro perjalanan atau pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

6. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan.
2.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai  

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 7 ayat (1) bahwa sebenar-benarnya secara umum tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat sekarang ini adalah tarif tunggal, sebesar 10 % (sepuluh persen).

Karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dalam negeri, maka barang yang diekspor atau dikonsumsi untuk ke luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang mana berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 7 Ayat (2) besarnya tarif pajak ekspor adalah 0 % (nol persen), dengan tarif 0 % (nol persen) ini, pajak masukan yang telah dibayar oleh eksportir pada waktu perolehan barang yang di ekspor tersebut dapat diminta kembali atau dikreditkan, dalam hal ini nilai ekspor tidak ada unsur Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan perkembangan perekonomian sekarang ini dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan, maka pemerintah mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 dalam pasal 7 ayat (3) tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu mengubah tarif serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen). Perubahan tarif ini biasa dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaan perubahan tarif ini, tidak boleh meninggalkan tarif tunggal, yang artinya harus diberlakukan tarif yang sama untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa yang sebenarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tunggal, yaitu 10 % (sepuluh persen) tetapi diadakan tarif lain sebagai perluasan tarif, misalnya 0% (nol persen).      

2.3.3 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai 
Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000, cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak.

PPN Terutang = Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dan merupakan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2.4.1 Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK)
Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2.4.2 Pengkreditan Pajak Masukan
Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran harus dilakukan dalam masa pajak yang sama, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara terlebih dahulu wajib pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat di kreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Pajak yang harus disetor ke Kas              Negara 
2.4.3 Kompensasi Kelebihan Pajak Masukan

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan tidak dapat diminta kembali.

2.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
2.5.1 Saat Terutang Pajak
Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 11 Ayat (1), Pajak terutang saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, terutang pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli, pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

2. Impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukan kedalam Daerah pabean.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, terjadi pada saat :

a. Harga penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Harga penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.

c. Harga penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diterima pembayaranya baik sebagian atau seluruhnya.

d. Ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memanfaatkan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud di dalam daerah pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.

7. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.5.2 Tempat Pajak Terutang  
Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 12 Ayat (1) sampai dengan ayat (4), pajak terutang atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.terutang pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dilakukan.jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang.yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.

2. Impor, di tempat Barang Kena Pajak dimasukan kedalam Daerah Pabean dan di pungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

4. Ekspor, terutang pajak di Bank Devisa atau Kantor Bea Cukai.

2.6 Faktur Pajak

2.6.1 Pengertian Faktur Pajak

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan  pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar,  Faktur Pajak Sederhana, atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar dan Faktur Penjualan yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktrat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan defnisi tersebut ada dua fihak yang membuat faktur pajak, yaitu Pengusaha Kena Pajak untuk penyerahan dalam negeri BKP atau JKP dan Ditjen Bea Cukai dalam hal impor BKP.

Faktur pajak terdiri dari dua jenis yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana. Ketentuan mengenai faktur pajak standar diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 sedangkan ketentuan mengenai faktur pajak sederhana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 jo KEP-425/PJ/2001.

2.6.2 Jenis Faktur Pajak 
1. Faktur pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang meliputi :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e. Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut.

f. Kode, nomorseri, dan tanggal pembuatan faktur.

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

2. Faktur Pajak Gabungan

a. Suatu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada pembeli yang sama pada bulan takwim.

b. Menggunakan faktur Pajak standar.

3. Faktur Pajak Sederhana

a.  Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak secara langsung kepada konsumen akhir atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

b. Sekurang-kurangnya harus memuat :
· Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

· Jenis dan Kuantum.

· Jumlah harga atau penggantian.

· Tanggal pembuatan Faktur pajak sederhana.

4. Faktur Pajak Khusus

   Berisikan dokumen-dokumen tertentu yang dapat diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar dan sekurang-kurangnya memuat :

· Identitas yang berwenang dalam menerbitkan dokumen.

· Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak

· Jumlah satuan (bila ada)

· Jumlah pajak terutang.

· Dasar pengenaan pajak.

2.6.3 Saat Pembuatan Faktur Pajak
Dalam pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 bahwa saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Saat pembuatan faktur pajak :

1. Faktur Pajak Standar

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya.

b. Saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

c. Saat penerimaan pembayaran, apabila pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, juga pada saat penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

2. Faktur Pajak Gabungan

Dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak.

3. Faktur Pajak Sederhana

a. Saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

b. Saat terjadi pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan  Barang Kena Pajak.
2.6.4 Larangan Pembuatan Faktur Pajak     
Larangan pembuatan faktur pajak sebagai berikut :

a) Penguasaha yang tidak dikukuhkan sebagai Penguasaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak.

b) Dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka pengusaha dimaksud wajib pajak menyetorkan pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara.

2.6.5 Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Berikut adalah kondisi dimana faktur pajak tidak dapat dikreditkan:

a) Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

b) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

c) Perolehan & pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan combi kecuali merupakan barang dagang atau disewakan.

d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

e) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya Faktur Pajak Sederhana.

f) Perolehan BP atau JKP yang Faktur Pajak-nya tidak memenuhi ketentuan.

g) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.

h) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya ditagih dengan

penerbitan ketetapan pajak.

i) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya ke kas negara atau ke tempat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur maka penyetoran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya, apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak menyetorkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pelaporannya dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo. Dilaporkan pada kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar atau melapor ke kantor penyuluhan pajak (KP4) ataupun melalui kantor pos tercatat.apabila pelaporan pajak tersebut melewati jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00,- sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2.8 Tujuan Pelaporan Keuangan Perpajakan

Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam self assesment system, Wajib Pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain unutk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak.
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